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WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 116 TAHUN 2016   

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

 TAHUN ANGGARAN 2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang  :  bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu membentuk 

Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

 

Mengingat :  1.  Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 

Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4755); 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4421); 

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, 

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017; 

25. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2005 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 2), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2007 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2007  Nomor 8); 

26. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2006 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2006 Nomor 10); 

27. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 13); 

28. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22); 

29. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo 

Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14); 
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30. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 1); 

31. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 

2011 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011  (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2015 Nomor 2); 

32. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2011 Nomor 5), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2014 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 1); 

33. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2014 Nomor 6); 

34. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 

Probolinggo Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo 

Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 22); 

35. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24); 

36. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 

Nomor 10); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 
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Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan rincian 

sebagai berikut : 

1. Pendapatan :  

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 152.482.694.840,66 

b. Dana Perimbangan Rp. 691.807.688.688,00 

c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah Rp.   52.488.714.823,00 

Jumlah Pendapatan              Rp. 896.779.098.351,66 

 
2. Belanja Daerah : 

a. Belanja Tidak Langsung : 

1. Belanja Pegawai Rp. 438.737.966.825,31 

2. Belanja Subsidi Rp.          56.880.000,00 

3. Belanja Hibah Rp.   37.953.383.742,00 

4. Belanja Bantuan Sosial  Rp.     2.800.000.000,00 

5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ 

 Kab/Kota dan Pemerintahan Desa Rp.        752.045.864,00 

6. Belanja Tidak Terduga Rp.     3.612.361.116,89 

                                             Rp. 483.912.637.548,20 

b. Belanja Langsung : 

1. Belanja Pegawai Rp.   52.550.917.298,65 

2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 268.971.704.638,28 

3. Belanja Modal  Rp. 165.817.271.871,00 

 Rp. 487.339.893.807,93 

Jumlah Belanja Rp. 971.252.531.356,13 

Surplus/(Defisit) Rp.  (74.473.433.004,47) 

 
3. Pembiayaan Daerah : 

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp.   79.973.433.004,47 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun  

Anggaran sebelumnya (SILPA) Rp.   79.973.433.004,47 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp.    5.500.000.000,00 

Pembentukan Dana Cadangan Rp.     5.500.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Neto                    Rp.  74.473.433.004,47 (-) 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan  Rp.                         0,00 

 

Pasal 2 

Uraian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari :  

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja 

dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017; 
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2. Lampiran II : Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2017; 

3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi 

Hibah yang diterima; dan  

4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi 

Bantuan Sosial yang diterima. 

 

Pasal 3 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

 
Ditetapkan di  Probolinggo 
pada tanggal    30 Desember  2016 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

R U K M I N I 

 

Diundangkan di  Probolinggo 
pada tanggal       30 Desember 2016 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

JOHNY HARYANTO 

 
 
BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 116 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
 

 

WAHONO ARIFIN, SH, MM 
NIP. 19650912 199303 1 008 


